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TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

bahwa guna menjaga kesinambungan dan keselarasan dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah selama masa
transisi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu dilakukan
penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2024-2026;

b."bahwa Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

t 1.

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
akan di gunakan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai
pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026
dengan Peraturan Bupati Bangka;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan, sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663];

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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13. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor | Tahun 2000
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-
2026.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
selama 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

Isu Strategis adalah kondisi atau hal vang harus diperhatikan  atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan  Dacrah  Karvena
dampaknya yang signifikan bagi Dacrah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Dacrah di
masa yang akan datang.

Tujuan adalah sesuatu yvang akan dicapai daerah dalam jangka waktu 3
(Tiga) Tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi vang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Dacrah/ Perangkat Dacrah yvang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Dacrah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/ Perangkat Daerah vang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk
menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan,
optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja
dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya
mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampalk dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya
pembangunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode tahun 5 (lima) tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah proses

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan kecuangan untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif,
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23. Prioritas Daerah adalah sekumpulan program prioritas yang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat
kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan
daerah.

24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II
RPD DAN SISTEMATIKA RPD
Pasal 2

RPD merupakan pedoman bagi Penjabat (Pj.) Bupati untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah periode 2024-2026.

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas :

Bab 1 Pendahuluan

Bab Il Gambaran Umum

Bab Ill Gambaran Keuangan Daerah

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

BabV  Tujuan dan Sasaran

Bab VI  Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah

h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
i. BabIX Penutup

m e po op

Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB III
PELAKSANAAN RPD
Pasal 5

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJMN,
RPJPD Kabupaten Bangka, Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, RPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Isu Strategis, Kebijakan nasional,dan ketentuan yang berlaku.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan

b. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun RKPD dan Rancangan
APBD.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPD yang dituangkan
dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat
Daerah dengan RPD.
5
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Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RPD, dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah
selama 3 (tiga) tahun, RKPD tahunan dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala setiap tahun, paling sedikit dilakukan terhadap:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
daerah; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 9
RPD dapat dilakukan perubahan, apabila :
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian
antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang
signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan; dan

c. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN
Diundangkan di Sungailiat Salinan Sesuai Den .
gan Aslinya
pada tanggal 10 Maret 2023 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 22

ANDI HUDIRMAN
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KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah
yang berakhir pada tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan

Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Untuk
mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan
umum Kepala Daerah secara nasional pada Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Bupati.

RPD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun

2024 sampai dengan tahun 2026.

RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini berisikan penjabaran arah pembangunan
daerah yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bangka Tahun 2015-2025, lengkap dengan detail teknis lainnya menyangkut gambaran umum
kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,
permasalahan dan analisis isu-isu startegis daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah. Untuk lebih
mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026
juga diselaraskan dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan beberapa

peraturan terkait lainnya.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi komprehensif bagi seluruh
stakeholder untuk mengetahui, menyikapi bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap
program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Era otonomi menuntut
pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik.
Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka untuk

menerapkan prinsip transparasi dan akuntabilitas tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA I
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Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka dan
stakeholder pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan RPD Tahun 2024-2026 ini
dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen RPD Tahun

2024-2026 ini disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi yang nyata di lapangan.

Sungailiat, Maret 2023

=~

ATI BANGKA,
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BAB 1
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan salah satu Pemerintah Daerah
yang berakhir periode perencanaan jangka menegahnya pada Tahun 2023
sebagaimana berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019-
2023. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan
dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil
Bupati hingga dilakukannya pemilihan Kepala Daerah serentak dan pelantikan Bupati

dan Wakil Bupati terpilih.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, yang sekaligus merupakan penetapan visi misi Kepala Daerah yang
dituangkan dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
Dengan kondisi di atas otomatis sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih
tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan

perencanaan strategis perangkat daerah.

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk
mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Tahun 2023 maka
telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang
didalamnya menyatakan bahwa bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah
dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah RKPD Tahun 2024, yang merupakan pedoman

penyusunan rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 sebagai rangkaian proses/tahapan
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penyusunan APBD Tahun 2024, diinstruksikan kepada Kepala Daerahnya untuk
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-
2026 (untuk daerah yang berakhir masa jabatan Kepala Daerah Tahun 2023), yang
selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun

2024-2026.

Dokumen RPD Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan
jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang akan
menjadi pedoman strategis pembangunan tahunan selama jangka waktu 2024 sampai
dengan 2026 hingga ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala
Daerah serentak pada Tahun 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 bahwa penyusunan RPD Kabupaten Tahun 2024-2026 memperhatikan
penyelerasan target indikator makro program prioritas nasional dalam RPJMN tahun
2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten sampai
dengan 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten
tahun 2019-2023, RPJMD Provinsi atau RPD Provinsi tahun 2023-2026, isu-isu
strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku.
Penentuan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tahun 2024-2026 didasarkan pada
visi misi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD

Kabupaten tahap ke empat dan isu strategis aktual.

Dokumen RPD Kabupaten Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan nasional, karenanya penyusunan dokumen RPD
Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun
perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/ tahapan keempat Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 yang
menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kondisi masa jabatan kepala daerah

berakhir.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-
2026 dilakukan dengan pendekatan penganggaran money follow program priority
dengan memperhatikan perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial.
Begitu juga tetap fokus pada isu strategis pembangunan yang masih menjadi

permasalahan pembangunan jangka pendek dan menegah.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunana RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini
adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
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Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 259);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non
Alam Penyebaran Corona Virus Deseases 2019 (Covid-19) sebagai Bencana

Nasional (SK Nomor 010750 A);
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Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Dearh Otonom Baru;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri e);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2014-2034;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan
Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan
Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005
Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
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49. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan

Sungailiat Tahun 2014-2034;

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D),
sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor
3 seri D);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka

tahun 2019 Nomor 2 seri C);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka

Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);

54. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
Nomor 11 Seri E).

I.3 Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan
dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya, dokumen rencana
penganggaran daerah serta dokumen rencana pembangunan antar daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026
adalah merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Transisi (RPJMD-Transisi) yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah
sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

selama berakhirnya masa  kepemimpinan kepala daerah 2019-2023 hingga
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dilantiknya kepala daerah terpilih hasil pemilihan serentak kepala daerah pada
Tahun 2024. Selain itu RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 juga merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
Tahun 2024-2026 dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya akan
menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka dari Tahun
2024 hingga Tahun 2026.

Selain itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 maka penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026
memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJP Kabupaten Bangka Tahun 2005-
2025, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, isu-isu strategis

yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku.

Dengan demikian jelas bahwa RPD merupakan bagian yang terintergrasi
dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan
provinsi yang menjalankan tugas dan menduduki posisi sebagaimana layaknya
RPJMD. Hubungan keterkaitan dan keselarasan dokumen RPD dengan dokumen

perencanaan lainnya lebih jauh adalah sebagaimana penjelasan dibawabh ini.

I.3.1 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMN
Tahun 2020-2024

Sebagaimana arahan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dalam Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka hubungan antara RPD Kabupaten
Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah dalam
penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional. Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Visi Presiden Tahun 2020-2024 adalah
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong” yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi

Pembangunan yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
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3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Kemudian dalam upaya pelaksanaan 9 Misi tersebut Presiden Republik
Indonesia didalam RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan 5 arahan utama sebagai
strategi pencapaian yaitu : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan
Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan

Transformasi Ekonomi.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka didalam RPJMN
Tahun 2020-2024 ditetapkan sasaran ekonomi makro yang harus menjadi perhatian
dan diselaraskan dalam penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi ditetapkan 5,7% - 6,0% pada Tahun 2024;

2. Angka Inflasi menurun menjadi 2,7% pada Tahun 2024;

3. Tingkat Kemiskinan menurun menjadi 6,0% - 7,0% pada Tahun 2024;

4. Angka Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,6% - 4,3% pada Tahun 2024;
5. Rasio Gini berada pada angka 0,360 - 0,374 pada Tahun 2024;

6. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,54 pada Tahun 2024;

7. Penurunana Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada angka 27,3% pada Tahun 2024.

Selain target indikator makro pembangunan sebagaimana hal tersebut diatas
terdapat program prioritas nasional yang harus menjadi perhatian dan diselaraskan

dalam menyusun RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :
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Tabel 1.1

N RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
3] _\W g KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026
2N Yo

Program Prioritas Nasional dan Target Indikator
RPJMN Tahun 2020-2024

7 AGENDA PROGRAM PRIORITAS (PP) TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL INDIKATOR PP INDIKATOR
Memperkuat ketahan Pemenuhan kebutuhan energi Porsi EBT dalam bauran 19,5
ekonomi untuk Dengan mengutamakan energi Nasional* (persen)
pertumbuhan berkualitas | peningkatan Energi Baru
Terbarukan (EBT)
Indeks ketahanan energi 70,3
(indeks)
Peningkatan kuantitas/ Produktivitas air (water 5,4
ketahanan Air untuk productivity) (us$/m?)
mendukung pertumbuhan
Ekonomi
Peningkatan ketersediaan, Skor pola pangan harapan 95,2
akses dan Kualitas konsumsi
pangan
Angka kecukupan energi 2.100,0
(ake) (2.1.2(a)) (kkal/hari)
Angka kecukupan protein 57,0
(akp) (gram/ kapita/hari)
Prevalensi ketidakcukupan 5,0
konsumsi Pangan
(prevelence of
undernourishment/Pou)
Prevalensi penduduk 4,0
dengan Kerawanan pangan
sedang atau berat (food
insecutiry experience
Scale/fies)
Peningkatan pengelolaan Konservasi kawasan 26,9
Kemaritiman, perikanan dan kelautan (14.5.1%*) (juta ha)
kelautan Proporsi tangkapan jenis <80
ikan yang Berada dalam
batasan biologis yang
Aman (14.4.1%) (%)
(persen)
Penguatan kewirausahaan, Rasio kewirausahaan 4,0
usaha Mikro, kecil menengah nasional (persen)
(umkm), dan Koperasi Kontribusi umkm terhadap 65%
pdb (persen )
Kontribusi koperasi 5,5
terhadap pdb (persen )
Peningkatan nilai tambabh, Pertumbuhan pdb 4,1
lapangan Kerja, dan investasi di | pertanian (persen)
sektor riil, dan Industrialisasi Kontribusi pdb 7,8
kemaritiman (persen)
Pertumbuhan pdb industri 8,1
Pengolahan (9.2.1(a))
(persen)
Kontribusi pdb pariwisata 5,5

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA




A RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
,, KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

PEMBANGUNAN

7 AGENDA

PROGRAM PRIORITAS (PP)
NASIONAL

INDIKATOR PP

TARGET
INDIKATOR

Mengembangkan wilayah

untuk mengurangi
kesenjangan dan

Menjamin pemerataan

(8.9.1*) (persen

Nilai tambah ekonomi
kreatif (rp triliun)

1.689

Pertumbuhan investasi
(pmtb) (persen)

8,4

Penyediaan lapangan kerja
per tahun (juta orang)

2,7-3,0

Laju pertumbuhan pdb per
tenaga kerja (8.2.1%)
(persen)

3,5-4,5

Kontribusi tenaga kerja
industri (9.2.2*) (persen)

15,7

Jumlah tenaga kerja
industri (juta orang)

22,0

Jumlah tenaga kerja
pariwisata (8.9.2%*) (juta
orang)

15,0

Jumlah tenaga kerja
ekonomi kreatif (juta
orang)

21,0

Peningkatan ekspor bernilai
tambah Tinggi dan penguatan
tingkat kandungan Dalam
negeri (tkdn)

Pertumbuhan ekspor
barang dan jasa (persen)

6,2

Neraca perdagangan
barang (usd Miliar)

15,0

Nilai devisa pariwisata
(8.9.1(c)) (usd Miliar) (usd
miliar)

30,0

Penguatan pilar pertumbuhan
dan Daya saing ekonomi

Kontribusi sektor jasa
keuangan/pdb (persen)

4,4

Biaya logistik terhadap
pdb (persen)

18,0

Peringkat travel and
tourism Competitiveness
index (ttci) (peringkat)

Na

Meningkatkan sumber
daya manusia yang
berkualitas dan berdaya

saing

Perlindungan sosial dan tata
Kelola kependudukan

Proporsi penduduk yang
tercakup Dalam program
jaminan sosial (%)

98

Angka kelahiran total
(total fertility Rate/tfr)

2,1

Proporsi rumah tangga
miskin dan Rentan yang
memperoleh bantuan
Sosial pemerintah (%)

80

Penguatan pelaksanaan
Perlindungan sosial

Proporsi penduduk yang
tercakup Dalam program
jaminan sosial

98

Proporsi rumah tangga
miskin dan Rentan yang
memperoleh bantuan

80
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7 AGENDA

PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)
NASIONAL

INDIKATOR PP

TARGET
INDIKATOR

Sosial pemerintah

Peningkatan akses dan mutu
Pelayanan kesehatan

Angka kematian ibu (aki)
(per 100.000 kelahiran
hidup)

183

Angka kematian bayi (akb)
(per 1000 kelahiran hidup)

16

Angka kematian neonatal
(per 1.000 kelahiran
hidup)

10

Angka prevalensi
kontrasepsi Modern/
modern contraceptive
Prevelance rate (mcpr)

63,4

Persentase kebutuhan ber-
kb yang Tidak terpenuhi
(unmet need)

7,4

Angka kelahiran remaja
umur 15-19 Tahun/ age
specific fertility rate (asfr
15-19) (kelahiran hidup
per 1000 perempuan)

18

Prevalensi stunting
(pendek dan Sangat
pendek) pada balita
(persen)

14

Prevalensi wasting (kurus
dan sangat Kurus) pada
balita (persen)

Insidensi hiv (per 1.000
penduduk Yang tidak
terinfeksi hiv)

0,18

Insidensi tuberkulosis (per
100.000 Penduduk)

190

Jumlah kabupaten/kota
yang Mencapai eliminasi
malaria

405

Insidensi hepatitis b
(persen)

1,09

Persentase merokok
penduduk usia 10-18
tahun

8,7

Prevalensi obesitas pada
penduduk Usia > 18 tahun
(persen)

21,8

Persentase tekanan darah

34,1

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
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7 AGENDA PROGRAM PRIORITAS (PP) TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL INDIKATOR PP INDIKATOR
tinggi
Persentase fasilitas 100
kesehatan tingkat
Pertama terakreditasi
Persentase rumah sakit 100
terakreditasi
Peningkatan pemerataan Nilai rata-rata hasil pisa:
Layanan pendidikan A. Membaca
. . 399,7
berkualitas B. Matematika
C. Sains 392,3
' 406,2
Proporsi anak di atas batas
Kompetensi minimal
dalam test pisa
(persen):
A. Membaca 35,6
B. Matematika 47,4
C. Sains 51
Rata-rata lama sekolah 9,16
penduduk Usia 15 tahun
keatas (tahun)
Harapan lama sekolah 14,16
penduduk usia 25 tahun
keatas(tahun)
Peningkatan kualitas anak, Indeks perlindungan anak 73,49
Perempuan dan pemuda (ipa)
Prevalensi anak usia 13-17 Menurun
tahun Yang pernah
mengalami kekerasan
Sepanjang hidupnya (%)
Indeks pembangunan 91,386
gender (ipg)
Indeks pemberdayaan 74,177
gender (idg)
Tingkat partisipasi 55
angkatan kerja (tpak)
perempuan
Prevalensi kekerasan Menurun
terhadap Perempuan usia
15-64 tahun di 12 Bulan
terakhir
Indeks pembangunan 57,67
pemuda (ipp)
Pengentasan kemiskinan Persentase rumah tangga 40

miskin dan Rentan yang
memiliki asset produktif

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
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7 AGENDA PROGRAM PRIORITAS (PP) TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL INDIKATOR PP INDIKATOR
(layanan keuangan, modal,
lahan, Pelatihan)
Persentase rumah tangga 50
miskin dan Rentan yang
mengakses pendanan
Usaha
Luas kawasan hutan yang 1.100.000
dikelola Oleh masyarakat
dan dilepaskan Untuk tora
(ha)
Bidang tanah yang 7.750.000
diredistribusi
Bidang tanah yang 56.286.087
dilegalisasi
Peningkatan produktivitas Persentase angkatan kerja 52,1
Dan daya saing Berpendidikan menengah
ke atas
Jumlah pt yang masuk ke
dalam World class
university
A. Top 200 1
B. Top 300 2
C. Top 500 3
Proporsi pekerja 50
berkeahlian Menengah dan
tinggi (%)
Revolusi mental dan Revolusi mental dan - -
Pembangunan Pembinaan ideologi pancasila
kebudayaan Untuk memperkukuh
ketahanan Budaya bangsa dan
membentuk Mentalitas bangsa
yang maju, Modern, dan
berkarakter
Meningkatkan pemajuan dan - -
Pelestarian kebudayaan untuk
Memperkuat karakter dan
Memperteguh jati diri bangsa,
Meningkatkan kesejahteraan
Rakyat, dan mempengaruhi
arah Perkembangan peradaban
dunia
Memperkuat moderasi Indeks kerukunan umat Na
Beragama untuk mengukuhkan | beragama
Toleransi, kerukunan dan
Harmoni sosial
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7 AGENDA PROGRAM PRIORITAS (PP) TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL INDIKATOR PP INDIKATOR
Peningkatan budaya literasi, - -
Inovasi dan kreativitas bagi
Terwujudnya masyarakat
Berpengetahuan, dan
Berkarakter
Memperkuat Infrastruktur pelayanan Persentase rumah tangga 95
infrastruktur untuk yang Menempati hunian
Dasar
mendukung dengan kecukupan
pengembangan ekonomi Luas lantai per kapita (%)
dan pelayanan dasar
Persentase rumah tangga 87
yang Menempati hunian
dengan ketahanan
Bangunan (atap, lantai,
dinding) (%)
Persentase rumah tangga 60
yang Memiliki sertifikat
hak atas tanah Untuk
perumahan (%)
Rasio outstanding kpr 4,00
terhadap pdb (%)
Persentase rumah tangga 90% akses
yang Menempati hunian
dengan akses Sanitasi (air Layak
limbah) layak dan aman (termasuk
(%)
15% akses
Aman)
Persentase rumah tangga 0
yang masih
Mempraktikkan buang air
besar Sembarangan (%)
Persentase rumah tangga 80%
yang Menempati hunian Penaneanan:
dengan akses Sampah yang 8 ’
terkelola dengan baik 20%
(%)
Pengurangan
Persentase rumah tangga 100%
yang Menempati hunian o o
dengan akses air (jp: 30-4%,
Minum layak (%) Bjp: 69.5%)
Persentase rumah tangga 15
yang Menempati hunian
dengan akses air Minum
aman (%)
Volume tampungan air per 58,498
kapita (m3/kapita)
Jumlah daerah irigasi yang 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA




A RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
,, KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

7 AGENDA
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)
NASIONAL

INDIKATOR PP

TARGET
INDIKATOR

Dimodernisasi

Luas lahan pertanian padi
dan nonpadi Yang
beririgasi meningkat
(hektare)

116342,708

Provinsi dengan
penurunan risiko
Bencana di wilayah risiko
bencana

20

Penyediaan air baku untuk
kebutuhan Air minum,
industri, dan kawasan
Unggulan (m3/detik)

11,4325

Rasio fatalitas kecelakaan
jalan per 10.000
kendaraan (terhadap
informasi Dasar 2010)
(persen)

65

Infrastruktur ekonomi

Panjang jalan tol baru yang
beroperasi Dalam 5 tahun
(2.500 km)

Jumlah pelabuhan utama
(hub) yang Memenuhi
standar (7 pelabuhan)

Kinerja tepat waktu (on
time Performance)
penerbangan (90%)

Panjang jaringan ka yang
beroperasi (7.635 km's)

Infrastruktur perkotaan

Jumlah layanan angkutan
umum Masal perkotaan
yang dibangun dan
Dikembangkan (kota)

Energi dan ketenagalistrikan

Rasio elektrifikasi (%)

100

Pemenuhan kebutuhan
(konsumsi) Listrik (kwh)

1408

Penurunan emisi co2
pembangkit (juta ton)

6,07

Transformasi digital

Persentase pertumbuhan
sektor tik (rata-rata)

8,8

Persentase pengguna
internet (persentase)

82,3

Persentase populasi yang
dijangkau Oleh jaringan
bergerak pitalebar (4g)

100
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7 AGENDA
PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)
NASIONAL

INDIKATOR PP

TARGET
INDIKATOR

Existing q2 2019 : 97,59%

Proporsi individu yang
Menguasai/memiliki
telepon genggam
(persentase)

75,7

Membangun lingkungan
hidup, meningkatkan
ketahanan bencana, dan
perubahan iklim

Peningkatan kualitas

Lingkungan hidup

Indeks kualitas udara (iku)

84,5

Indeks kualitas air (ika

55,5

Indeks kualitas air laut
(ikal)

60,5

Indeks kualitas tutupan
lahan dan Ekosistem
gambut (iktl)

65,5

Peningkatan ketahanan

Bencana dan iklim

Persentase potensi
kehilangan pdb Akibat
dampak bencana (persen)

0,10

Persentase penurunan
potensi Kehilangan pdb
sektor terdampak
Bahaya iklim (persen)

1,15

Kecepatan penyampaian
informasi Peringatan dini
bencana kepada
Masyarakat (menit)

3,0

Pembangunan rendah karbon

Persentase penurunan
emisi grk Terhadap
baseline pada sektor
energi (persen)

13,2

Persentase penurunan
emisi grk Terhadap
baseline pada sektor lahan

(persen)

58,3

Persentase penurunan
emisi grk Terhadap
baseline pada sektor
limbah (persen)

9,4

Persentase penurunan
emisi grk Terhadap
baseline pada sektor ippu
(persen)

2,9

Persentase penurunan
emisi grk Terhadap
baseline pada sektor
pesisir Dan kelautan
(persen)

7,3

Memperkuat stabilitas

Konsolidasi demokrasi 17

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
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7 AGENDA PROGRAM PRIORITAS (PP) INDIKATOR PP TARGET

PEMBANGUNAN NASIONAL INDIKATOR

Polhukhankam dan Optimalisasi kebijakan luar Indeks pengaruh dan 95,67
transformasi pelayanan peran indonesia

publik Negeri Di dunia internasional

Penegakan hukum nasional Indeks pembangunan 0,73
hukum

Reformasi birokrasi dan tata Persentase instansi 85

pemerintah pusat
pelal (kementerian/ lembaga)
dengan Indeks rb baik
keatas*

Persentaseinstansi 85
pemerintah Daerah
(provinsi) dengan indeks
rb Baik keatas*

Persentase instansi 70
pemerintah Daerah
(kabupaten/kota) dengan
Indeks rb baik keatas*

Menjaga stabilitas keamanan Global fire power index 0,20

Nasional Global terorism index 4,24

Proporsi orang yang >60%
merasa aman Berjalan
sendirian

Indeks keamanan dan 3,4
ketertiban Nasional

Sumber: RPJMN Tahun 202-2024

Namun tidak semua program prioritas nasional ini bisa diintervensi atau
didukung secara langsung melalui pelaksanaan program daerah Kabupaten Bangka
karena dibatasi oleh kewenangan sebagaimana yang ditetapkan melalui Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan terhadap
program prioritas nasional di Kabupaten Bangka yang bukan merupakan

kewenangan Pemerintah kabupaten akan didukung secara tidak langsung saja.

I.3.2 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJPD
Tahun 2005-2025

Terkait hubungan antara RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan
RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, sebagaimana arahan Inmendagri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA [
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Daerah Otonomi Baru menyatakan bahwa keterkaitan RPD Kabupaten Bangka Tahun
2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah pada
keselarasan tujuan dan sasarannya, dimana penentuan tujuan dan sasaran RPD
Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten
Bangka Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD
Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 tahap keempat.

Didalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 ditetapkan Visi
Kabupaten Bangka adalah “Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan
Perdagangan Di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh
Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera”. Dalam
upaya pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 6 Misi Pembangunan sebagai

berikut:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan

Meningkatkan kualitas SDM

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung

Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif

o 1o W

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (good governance)

Selain Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bangka tahun 2005-2025 yang akan
menjadi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, yang juga
harus menjadi perhatian dalam penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-
2026 adalah Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun
2005-2025 Tahap Keempat.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 Tahap
Pembangunan Lima Tahun Keempat (Tahun 2021-2025) maka Sasaran Pokok dan
Arah Kebijakannya adalah:

1. Melaksanakan transformasi ekonomi menuju pembangunan industri klaster yang
mendukung strategi pengembangan industri nasional dan perdagangan
berdasarkan konsep agropolitan serta pariwisata yang diharapkan mampu

menjalankan fungsinya sebagai motor pertumbuhan (engine of growth),

e
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penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten

Bangka.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang diharapkan akan mendorong
terjadinya transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat

yang sejahtera.

3. Arah kebijakan pembangunan kesehatan, pendidikan, Hak Asasi Manusia (HAM)
dan kesetaraan gender tetap menjadi prioritas pada pembangunan tahap ke

empat RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025.

4. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah
yang tertinggal sebagai dampak negatif dari pembangunan akan dijadikan
prioritas pembangunan pada pembangunan lima tahunan keempat ini untuk

memastikan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Bangka.

5. Pemberdayaan masyarakat dan desa tertinggal akan menjadi prioritas dalam

upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 prioritas
pembangunan Kabupaten Bangka pada tahap keempat ( Tahun 2021-2025) adalah

sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Sosial
Ekonomi
Pengembangan SDM

2

3

4. Pemerintahan
5. Sarana dan Prasarana
6

Lingkungan Hidup

I.3.3 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMD
Tahun 2019-2023

Keterkaitan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPJMD
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah dalam penetapan sasaran dan prioritas
pembangunan dimana penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 harus
memperhatikan hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Bangka
tahun 2019-2023. Hasil evaluasi capaian indikator pembangunan yang masih

memiliki gap yang tinggi terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

e
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Bangka Tahun 2019-2023 menjadi isu/permasalahan yang harus diselesaikan dan

dituntaskan target dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Berdasarkah RPJMD tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, yang kemudian
mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2019-2023, telah ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan alat
ukur keberhasilan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Evaluasi
terhadap capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-
2023 ini akan menjadi acuan penetapan target indikator kinerja utama dalam RPD
kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Untuk melihat capaian kinerja utama RPJMD
Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 sebagaiaman dimaksud, dapat dilihat lebih rinci
pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Berdasarkan Sasaran Prioritas
RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

PREDIKAT
NO PROGRAM PRIORITAS :?::g (;";'?‘:(')‘;':) CAPAIAN
? KINERJA
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG 75,11 T
PENDIDIKAN
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG 100,00 ST
KESEHATAN
3 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG 100,00 ST
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG 102,78 ST
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG 82,41 T
TRANTIBUM DAN LINMAS
6 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG 88,82 T
SOSIAL
7 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 86,24 T
BIDANG KETENAGAKERJAAN
8 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 90,28 ST
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
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° KINERJA
9 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 101,47 ST
BIDANG PANGAN
10 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 68,18 S
BIDANG PERTANAHAN
11 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 90,11 ST
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
12 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 98,04 ST
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
13 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 88,23 T
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 93,55 ST
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
15 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 96,46 ST
BIDANG PERHUBUNGAN
16 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 99,64 ST
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 79,13 T
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
18 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 99,80 ST
BIDANG PENANAMAN MODAL
19 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 90,32 ST
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 100,00 ST
BIDANG STATISTIK
21 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 100,00 ST
BIDANG PERSANDIAN
22 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 99,06 ST
BIDANG KEBUDAYAAN
23 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 100,00 ST
BIDANG PERPUSTAKAAN
24 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 98,79 ST
BIDANG KEARSIPAN
25 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN 92,81 ST
PERIKANAN
26 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA 100,31 ST
27 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN 80,72 T
28 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN 84,56 T
29 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 74,96 S
30 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 97,52 ST
31 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN 99,77 ST
32 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN 80,00 T
DAN PENGEMBANGAN
33 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN 99,31 ST
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34 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN 100,50 ST
35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 98,69 ST
DAN PELATIHAN
36 UNSUR PENDUKUNG URUSAN (SEKRETARIAT DAERAH) 91,11 ST
37 UNSUR PENDUKUNG URUSAN (SEKRETARIAT DPRD) 92,86 ST
38-1 | UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN SUNGAILIAT) 98,00 ST
38-2 | UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN PEMALI) 96,87 ST
38-3 | UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN MERAWANG) 86,86
38-4 | UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN PUDING BESAR) 84,31
38-5 | UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN BAKAM) 99,88 ST
38-6 | UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN MENDO BARAT) 100,00 ST
38-7 | UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN RIAU SILIP) 96,12 ST
38-8 | UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN BELINYU) 99,93 ST
39 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 95,20 ST
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Urusan Kabupaten Bangka (%) 93,02 ST

Sumber : Evaluasi RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023

I.3.4 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RPD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Keterkaitan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan dengan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2023-2026 adalah pada penyelarasan tema, tujuan,

pembangunan daerah.

sasaran dan prioritas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022

tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2023-2026, ditetapkan 6 tujuan Pembangunan tahun 2023-2026 sebagai

berikut :

1. Meningkatnya ekonomi Daerah

2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM

3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi

5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
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6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 19

(sembilan belas) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian

2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan

3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan

5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan

6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik

7. Meningkatnya Ekspor

8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah

9. Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan Manusia

10. Meningkatkan Kebebasan,Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur

13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan

Tertib Tata Ruang
14. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Selain itu RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026
menetapkan juga tema prioritas pembangunan daerah per tahun selama periode

Tahun 2023-2026 sebagai berikut:
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1. Tahun 2023, Tema Proritas Pembangunan “Penguatan Perekonomian, SDM Dan

Tata

Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas Dan

Berwawasan Lingkungan

2. Tahun 2024, Tema Proritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana

Kerja Pemerintah) Tahun 2024

3. Tahun 2025, Tema Proritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana

Kerja Pemerintah) Tahun 2025

4. Tahun 2026, Tema Proritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana

Kerja Pemerintah) Tahun 2026

RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 juga menetapkan

prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Pembangunan ekonomi

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

3. Pembangunan Demokrasi

4. Pembangunan Pemerintahan

5. Pembangunan Wilayah

6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

7. Pembangunan Lingkungan

I.3.5 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan RTRW
Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahunn 2024-2026 juga memperhatikan
RTRW Kabupaten Bangka yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2010-2030. Hal-hal yang
menjadi perhatian dan dipedomani dalam RTRW dalam penyusunan RPD adalah
dalam kebijakan dan strategi pembangunan di wilayah-wilayah strategis Kabupaten
Bangka. Penetapan lokus pembangunan di wilayah-wilayah strategis Kabupaten

Bangka mengacu pada penetapan wilayah strategis Kabupaten Bangka yang telah

e

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 1-27 [
| I

T——




IS RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
021\ ;.. KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030. Begitu juga perencanaan
pembangunan perkotaan dilakukan berdasarkan penetapan wilayah perkotaan yang

ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 juga
memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang
wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai
dengan RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 yang ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten
Bangka Tahun 2010-2030.

Penataan Ruang Kabupaten Bangka bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang
berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan
dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana. Untuk
mewujudkan tujuan pembangunan penataan ruang, maka beberapa kebijakan RTRW
Kabupaten Bangka 2010- 2030 yang menjadi perhatian dan dipedomani dalam
penyusunan RPD kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bangka yang ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 adalah :

a) peningkatan akses pelayanan kota Sungailiat, kota Belinyu, dan pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;

b) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan

perekonomian;

c) perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian pemanfaatan
sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju kesejahteraan

rakyat;
d) pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

2. Strategi penataan ruang Kabupaten Bangka yang ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 adalah :
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a) Untuk peningkatan akses pelayanan kota Sungailiat, kota Belinyu, dan pusat
pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, dilaksanakan

dengan strategi:

— menjaga keterkaitan antara PKL dan PKLp Kabupaten dengan PKW,

ibukota kecamatan, kelurahan/perdesaan;

— mengembangkan dan mendorong pertumbuhan PKL, PKLp dan pusat

pertumbuhan kecamatan

— mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan

kegiatan budidaya unggulan

b) Untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan

perekonomian, dilaksanakan dengan strategi:
— Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Kabupaten;
— menciptakan iklim investasi yang kondusif;

— mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di

sekitar kawasan strategis;

— meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana wilayah penunjang

kegiatan ekonomi;
— mengendalikan pertumbuhan ruang terbangun di pantai;
— mendorong kegiatan industri dan perdagangan;
— melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan strategis provinsi

c) Untuk perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian
pemanfaatan sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju

kesejahteraan rakyat, dilaksanakan dengan strategi:

mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan

berkelanjutan
— mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya
— mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

— menjaga keterpaduan dan keharmonisan pemanfaatan ruang;
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— mengembangkan kegiatan budidaya sektor - sektor unggulan;

— mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek social budaya

serta ilmupengetahuan dan teknologi;
— mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan;
— mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

— menyeimbangkan ketersediaan ruang untuk kepentingan investasi

masyarakat dan swasta;

— meningkatkan fungsi kawasan guna mendukung peningkatan

perekonomian masyarakat;
— mengendalikan perizinan pemanfaatan ruang berskala luas

d) pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

mengendalikan pengembangan kawasan budidaya sesuai kapasitas, daya

dukung, dan fungsi
— lingkungan;

— mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan

dan non pangan yang
— berwawasan lingkungan;
— mengembangkan kawasan yang berfungsi lindung;

— mencegah dampak negatif kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup

3. Penetapan fungsi pusat-pusat pelayanan, dimana berdasarkan hierarkinya

rencana sistem kota-kota di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kota Sungailiat dan Belinyu
b. Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi (PKLp) adalah kecamatan Puding Besar

c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah Desa Petaling , Desa Riau, Desa

Bakam, Desa Pemali dan Batu Rusa.

4. Penetapan wilayah pengembangan menjadi 3 wilayah sebagai berikut:
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a) Wilayah Pengembangan I dengan pusat pengembangannya di Kecamatan
Sungailiat
b) Wilayah Pengembangan Il dengan pusat pengembangan di Kecamatan Belinyu.
c) Wilayah Pengembangan III dengan pusat pengembangan di Kecamatan Puding
Besar
5. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten
a) Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis ini terletak di Kecamatan Sungailiat yaitu Kawasan Industri
Jelitik Sungailiat, Kecamatan Belinyu yaitu Kawasan Industri Terpadu Teluk
Kelabat, dan Kecamatan Merawang yaitu Kawasan Industri Muara Sungai Batu

Rusa,
b) Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis ini berada di wilayah hinterland Kota Pangkalpinang, Kota
Baru Air Anyir, Situs Kota Kapur dan wilayah sekitar Kampus UBB
(Universitas Bangka Belitung) Balun Ijuk. kawasan ini difungsikan sebagai
kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya yang memberikan
perlindungan terhadap keanekaragaman seni budaya. Kota Baru Air Anyir
terus di dorong perkembangannya untuk wilayah permukiman perkotaan
baru yang berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang dan memiliki
akses sangat baik dimana dilalui oleh jalan lingkar timur yang langsung
menuju Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang. Kawasan strategis ini dapat

dimanfaatkan sebagai kawasan wisata budaya dan pendidikan
c) Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis ini berada di Kawasan Hutan Konservasi Gunung Maras
yang berada diantara Kecamatan Bakam dan Kecamatan Riau Silip. kawasan
ini dilindungi dan difungsikan sebagai kawasan konservasi tempat
perlindungan keanekaragaman hayati yang memberikan perlindungan
ekosistem, flora dan fauna. Kawasan Hutan Konservasi Gunung Maras

merupakan kawasan yang terus di dorong perkembangannya, mengingat
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kawasan ini memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air dan

lingkungan hidup kawasan di Kabupaten Bangka.
d) Kawasan Strategis Kepentingan Pertanian dan Perkebunan

Kawasan strategis ini berada di Kecamatan Mendo Barat. Kecamatan Mendo
Barat sebagai sentra pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi kawasan
agropolitan. Pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dipusatkan di
kecamatan ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat petani.
Kawasan strategis ini dapat dimanfaatkan sebagai kawasan agrowisata tanpa
mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi utamanya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

1.3.6 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Kajian
Lingkungan Hidup Stategis RPD

Penyusunan RPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan
lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan keselarasan
sasaran yang diukur melalui indikator-indikator SPM untuk urusan-urusan tertentu
berdasarkan Peraturan pemerintah Nomr 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Sustainable Development Goals
(SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbagai dokumen

lainnya.

Untuk mewujudkan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang sesuai
dengan prinsip berkelanjutan dalam upaya mencapai 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan tersebut, maka SDGs/TPB atau menjadi bagian yang diintegrasikan
terhadap setiap arah pembangunan Kabupaten Bangka. Penyusunan rencana
pembangunan harus menerapkan pengarusutamaan SDGs/TPB sebagai upaya yang
dilakukan untuk menjamin pembangunan dilaksanakan dengan memperhitungkan
kondisi lingkungan dan berkelnjutan. Di dalam SDGs/TPB telah mempertimbangkan
semua aspek/dimensi dan merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial,
ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu
dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan

lainnya.
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Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang,
khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "no one
left behind" atau “tidak ada seorangpun yang tertinggal”’. Keselarasan antara
perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka dengan SDGs/TPB  melalui
integrasi berbagai indikator SDGs/TPB menjadi indiaktor dalam RPD Kabupaten
Bangka Tahun 2024-2026, sehingga pengukuran capaian dapat dilakukan secara
kontinyu begitu juga pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian indikator tersebut akan menjadi perhatian khusus dalam pembangunan

di Kabupaten Bangka.

1.3.7 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Dokumen

Rencana Penganggaran Daerah

Sebagaimana arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
menyatakan bahwa RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan
rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Maka hubungan keterkaitan antara dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun
2024-2026 dengan Dokumen Rencana Penganggaran Daerah terjadi secara tidak
langsung. Dokumen RPD merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang
menjadi pedoman penyusunan dokumen penganggaran. Dalam pelaksanaannya
dilakukan melalui integrasi kebijakan pendapatan dan belanja yang tertuang dalam
Bab III RKPD kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara didalam dokumen Rencana Penganggaran Daerah Kabupaten Bangka yang

selanjutnya akan menjadi Rancangan APBD.

I.3.8 Keselarasan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Dokumen

Rencana Pembangunan antar Daerah

Dalam penyusunan dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026
kebijakan pembangunan daerah sekitar yang berbatasan dengan wilayah
administrasi Kabupaten Bangla menjadi sangat penting untuk diselaraskan. Hal ini

untuk mengantisipasi pertentangan pembangunan yang akan mengakibatkan
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perbedaan dan menganggu keharmonisan hubungan kerja antar daerah dan akan

menghambat proses pembangunan.

Guna menyelaraskan kebijakan pembangunan tersebut dilakukan reviu
terhadap dokumen perencanaan tata ruang wilayah  daerah Kabupaten Bangka
Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang yang berbatasan langsung
dengan Kecamatan Mendobarat, Puding Besar, Merawang sebagai daerah hinterland

dan Kecamatan Belinyu.
1.4 Maksud dan Tujuan

I.4.1 Maksud

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

ditetapkan dengan maksud:

1) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan

daerah dan keuangan daerah untuk jangka waktu Tahun 2024-206.

2) Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2024 hingga dilantiknya Kepala Daerah terpilih;

3) Memberikan arahan dalam perencanaan pembangunan selama periode Tahun

2024-2026;

4) Menjaga konsistensi antara perencanaan dan keterpaduan perencanaan nasional,

provinsi dan daerah Kabupaten.
1.4.2 Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

ditetapkan dengan tujuan:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Bangka periode Tahun 2024-2026;

2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan
tahunan sebagai dasar lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah periode Tahun 2024-2026;

3) Menjadi Instrumen evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bangka

periode Tahun 2024-2026;
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4) Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan,

masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangka

periode Tahun 2024-2026.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 mengacu

pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan

Dokumen Perencaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala

Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom, terdiri dari 9 (sembilan) bab,

sebagai berikut:

BAB 1

BAB I

BAB III

BAB 1V

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika

penyusunan.
GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah yang menguraikan Aspek Geografi dan
Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum

dan Aspek Daya Saing Daerah.

: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Bangka dari tahun 2019-2021 yang meliputi Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca Daerah

dan Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan pembangunan daerah
di Kabupaten Bangka dan isu-isu strategis saat ini yang akan
mempengaruhi penetapan prioritas dalam perencanaan pembangunan
kedepan. Merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPD
Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Isu Strategis berasal dari

permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk
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BABYV

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX
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diselesaikan, serta isu-isu strategis lainnya yang berkembang secara

Nasional dan International.

: TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam bab ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang

telah disepakati.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi pembangunan daerah yang dipilih
dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi
terpilih serta program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan

dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat analisis keuangan daerah, kerangka pendanaan, dan
indikasi rencana program perangkat daerah yang tertuang dalam

renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator

Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) .
PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
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BAB I
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Kondisi Geografi Daerah
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah
administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota
kabupaten. Secara geografis, Kabupaten Bangka terletak di bagian utara Pulau Bangka,
pada posisi antara 105938’-106918" Bujur Timur dan 193’-2021’ Lintang Selatan.
Kabupaten Bangka terbadi atas dua kategori daerah, yaitu

a. Daerah Pantai, yang meliputi wilayah Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah
Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah
Kecamatan Belinyu, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Mendo Barat; dan

b. Daerah Dataran Rendah, yang meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Mendo
Barat, wilayah Kecamatan Pemali, wilayah Kecamatan Puding Besar, dan wilayah

Kecamatan Bakam

Luas Kabupaten Bangka kurang lebih sebesar 3.028,79km?, dengan batas

wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;

- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota
Pangkalpinang; dan

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat
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Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka

" WECAMATAN PUDING SESAR

i —

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Secara administrasi, Kabupaten Bangka terdiri dari delapan kecamatan, enam

puluh dua desa dan sembilan belas kelurahan. Pembagian wilayah administrasi

Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka
No. Kecamatan Luas (Km?) Jumlah Jumlah
Kelurahan Desa
1  Sungailiat 147,05 12 1
2  Bakam 426,26 - 9
3 Pemali 140,46 - 6
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No. Kecamatan Luas (Km?) Jumlah Jumlah
Kelurahan Desa

Merawang 215,89 - 10
Puding Besar 272,10 - 7
Mendo Barat 685,64 - 15
Belinyu 515,48 7 5
Riau Silip 625,91 - 9

Jumlah 3.028,79 19 62

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2023

2.1.1.2 Kondisi Topografi, Geologi, dan Hidrologi

Wilayah Kabupaten Bangka pada umumnya memiliki topografi yang relatif

datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit. Tanah di Kabupaten Bangka

mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya, seperti pasir kwarsa, kaolin,

batu gunung, dan lain - lain. Gambaran topografi Kabupaten Bangka adalah sebagai

berikut:

>

4% berbukit seperti dengan Gunung Maras sebagai puncak tertinggi dengan
ketinggian lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis
tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan

dan Litosol yang berasal dari Batuan Plutonik Masam;

» 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat
Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan
Plutonik Masam;

» 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya Asosiasi Podsolik berasal
dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit;

» 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif
dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah
liat.
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Secara fisiografi, Pulau Bangka termasuk ke dalam Sundaland dan merupakan
bagian terangkat dari Peneplain Sunda. Bila ditinjau dari sudut geologi, Pulau Bangka
merupakan kelanjutan dari Granite Belt yang berumur Yura-Kapur yang membentang
mulai dari Birma, Muangthai, Malaysia, Kepulauan Riau (Pulau Singkep, Pulau Karimun
dan Pulau Kundur), Pulau Bangka dan Pulau Belitung hingga Pulau Karimata. Granite
Belt sendiri merupakan deretan formasi batuan granite kaya akan mineral cassiterite

yang kemudian dikenal dengan sebutan The Tin Belt.

Pulau-pulau dari The Tin Belt diinterpretasikan merupakan sisa bagian resisten
dari gunung yang muncul pada masa terbentuknya Sunda Shelf. Pupili (1973)
menyatakan bahwa Malaysia, Kepulauan Riau dan Bangka berada dalam kelompok
elemen tektonik yang sama. Evolusi tektonik di wilayah ini telah dimulai sejak
Paleozoikum Bawah dimana berdasarakan Teori Tektonik Lempeng bahwa daerah
penunjaman (subduction zone) berada di bagian timur Malaysia dan pada Mesozoikum
Bawah-Tengah menghasilkan busur gunung api (magmatic arc) dalam bentuk deretan
Pulau Kundur, Pulau Singkep, Pulau Bangka, Pulau Belitung dan sebagian dari

Kalimantan Barat.

Proses dan kondisi geologi Pulau Bangka sangat mempengaruhi terbentuknya
potensi sumber daya bahan galian yang ada di Kabupaten Bangka. Proses geologi
tersebut diantaranya berupa intrusi magma, tektonik, perlipatan, pelapukan,
pengayaan (leaching), erosi, dan pengendapan. Sedangkan berdasarkan kondisi
geologisnya yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Pulau Bangka dan wilayah sekitarnya
berada pada Paparan Sunda atau bagian tepi dari kerak benua (craton) Asia. Oleh
karena itu, batuan dasar penyusun Kabupaten Bangka ini selain batuan malihan adalah
batuan inti benua berupa batuan beku asam atau granitik. Batuan beku asam ini yang

merupakan batuan pembentuk mineral timah yang ada di Pulau Bangka.
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Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023
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Gambar 2.2
Peta Geologi Kabupaten Bangka

g
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Pada umumnya, sungai - sungai di Kabupaten Bangka berhulu di daerah

perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan

bermuara di pantai laut. Sungai - sungai besar yang terdapat di daerah Kabupaten

Bangka antara lain adalah Sungai Baturusa, Sungai Layang, Sungai Jeruk. Secara detail,

Kabupaten Bangka memiliki 35 (tiga puluh lima) aliran sungai, dengan Sungai

Baturusa sebagai sungai terpanjang dengan panjang mencapai 31.250 m dan terletak

di Kecamatan Merawang.

Kecamatan
1. Sungailiat

2. Bakam

3. Merawang

Nama Sungai
S. Jelitik
S. Telang
S. Mabat
S. Layang

S. Baturusa

Tabel 2.2
Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan

Panjang (m)
3.000
5.000
15.000
32.500

31.250

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
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Transportasi Nelayan
Irigasi
Irigasi

Irigasi
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Kecamatan Nama Sungai

4. Puding Besar S. Perai

S. Kotawaringin

S. Kayu Besi

S. Jeruk
S. Lubang

5. Mendo Barat S Mendo

S. Rukam
S. Air Pandan
S. Sembilang

S. Penagan

S. Penjirang
S. Kelabingil
6. Belinyu S. Panji Belinyu
S. Pasir
S. Pejem
S. Tengkalak
S. Bayat
S. Kerang
S. Jelutung
S. Belinyu
S. Berok
S. Romodong

S. Bubus

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
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Panjang (m) Fungsi

10.000 Irigasi dan Transportasi

Nelayan
20.000 [rigasi d;r;l’;‘;zrrllsportasi
500 Irigasi, Fl?::tl;erll;::an dan
15.000 Irigasi
6.000 Irigasi
28.500 Irigasi d;r;l';‘}r]i?lsportasi
20.000 Irigasi
20.000 [rigasi d;rél’;‘;z?lsportasi
2.000 [rigasi
2500 Irigasi d;r;l’;‘;irrllsportasi
5.000 Irigasi
3.000 Irigasi
10.000 Drainase
5.000 Drainase
4.500 Transportasi Nelayan
2.000 Transportasi Nelayan
9.000 Drainase
8.000 Transportasi Nelayan
12.000 Drainase
6.000 Drainase
6.000 Transportasi Nelayan
3.000 Transportasi Nelayan
4.000 Transportasi Nelayan
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Kecamatan Nama Sungai Panjang (m) Fungsi
S.Sembuang 5.000 Transportasi Nelayan
S. Sekak 5.000 Transportasi Nelayan
7. RiauSilip S ’Ijenglfallak 50.000 Transportasi Nelayan
Riau Silip
S. Bedukang 900 Transportasi Nelayan
S. Deniang Laut 1.300 Transportasi Nelayan
S. Mapur 21.250 Transportasi Nelayan
S. Semubur 3.000 Irigasi
S. Perimping 2.750 Transportasi Nelayan
8. Pemali - - -

Sumber: BPS Kabupaten Bnagka, 2023, data diolah

2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Bangka memiliki iklim tropis tipe A yang dipengaruhi angin musim
yang mengalami bulan basah dan kering. Berdasarkan pengamatan unsur iklim oleh
Stasiun Meteorologi Depati Amir pada tahun 2021 (BPS, 2022), suhu rata - rata di
Kabupaten Bangka berkisar antara 26,1°C - 27,8°C. Suhu terendah adalah 20,8°C pada
bulan November sedangkan suhu tertinggi adalah 35°C pada bulan April. Kelembaban
udara di Kabupaten Bangka berkisar antara 83,6% - 92,4%, dengan kelembaban udara
terendah 39% pada bulan April dan kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juli,

September - Desember.

Sementara itu, kecepatan udara rata - rata di Kabupaten Bangka berkisar
antara 3,1 m/dtk hingga 5,8 m/dtk, dengan kecepatan angina maksimum 20 m/dtk.
Tekanan udara rata - rata di Kabupaten Bangka berkisar antara 1004,5 - 1006,4 mbar,
dengan tekanan udara minimum sebesar 999,5 mbar dan tekanan udara maksimum
sebesar 1011,2 mbar. Curah hujan di Kabupaten Bangka pada tahun 2021 berkisar

antara 39,3 mm pada bulan Februari hingga 530 mm pada bulan November.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Bangka tahun 2022 dapat dilihat pada peta
di bawah ini. Secara umum, tidak ada perbedaan distribusi curah hujan di wilayah

Kabupaten Bangka dengan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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Gambar 2.3

Peta Distribusi Curah Hujan di Kabupaten Bangka September 2022
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Sumber: Stasiun Klimatologi Kelas 1V Bangka Tengah, 2022

2.1.1.4 Kondisi Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Bangka didominasi oleh pertanian,
perkebunan, dan pertambangan. Berdasarkan data tutupan lahan Kabupaten Bangka,
kawasan pertanian berkontribusi sebesar 20.918,99 Ha untuk pertanian lahan kering
dan 140.753,7 Ha untuk pertanian lahan kering campur sari. Kawasan perkebunan
berkontribusi sebesar 49.358 Ha, dan kawasan pertambangan berkontribusi sebesar
25.665,31 Ha. Distribusi tutupan lahan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel dan

peta di bawah ini.

Tabel 2.3
Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2022

1 Belukar 19.611,120
2 Belukar Rawa 7.655,890
3 Hutan Lahan Kering Sekunder 5.511,000
4 Hutan Mangrove Primer 4,037,120
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No Penutup Lahan Luas (Ha)
5 Hutan Mangrove Sekunder 5.856,120
6 Hutan Rawa Primer 277,394
7 Hutan Rawa Sekunder 9.097,980
8 Lahan Terbuka 779,889
9 Perkebunan 49,358,000
10 Permukiman 8.383,410
11 Pertambangan 25.665,310
12 Pertanian Lahan Kering 20.918,990
13  Pertanian Lahan Kering Campur Sari 140.753,700
14 Rawa 1.397,690
15 Savana 478,782
16 Sawah 1.123,540
17 Tambah 516,271
18 Tubuh Air 1.448,050

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Secara perencanaan tata ruang, penggunaan lahan di Kabupaten Bangka terbagi
menjadi berbagai kawasan. Seluas 158.881 Ha atau 52,62% merupakan peruntukan
kawasan perkebunan. Kawasan permukiman terdistribusi seluas 13.761 Ha atau
sebesar 4,56%. Kawasan pariwisata terdistribusi seluas 1.036 Ha atau 0,34%.
Distribusi penggunaan lahan di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel dan

gambar di bawah ini.

Tabel 2.4
Distribusi Luasan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2022
NO KAWASAN LUAS (HA) %

1 Kawasan Hutan Produksi 70,105.04 23.21

2 Kawasan Hutan Rakyat 13,894.97 4.60

3 Kawasan Pertanian 15,220.87 5.04
Kawasan Pertanian Lahan Basah 10,346.93 3.43
Kawasan Pertanian Lahan Kering 4,873.94 1.61

4 Kawasan Perkebunan 98,662.13 32.66
Kawasan Usaha Perkebunan 56,297.17 18.64
Kawasan Perkebunan Rakyat 42,364.96 14.02

5 Kawasan Peternakan 700.00 0.23

6 Kawasan Perikanan 3,309.54 1.10

7 Kawasan Pertambangan 28,441.33 9.42
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NO KAWASAN LUAS (HA) %

8 Kawasan Pertambangan Rakyat 4,125.00 1.37

9 Kawasan Industri 983.13 0.33
10 | Kawasan Pariwisata 948.23 0.31
11 | Kawasan Pemukiman Kota 9,680.43 3.20
12 | Kawasan Pemukiman Pedesaan 19,906.87 6.59
13 | Kawasan Peruntukan Lainnya 681.49 0.23

TOTAL 266,659.03 88,28%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Bangka, 2023 (data diolah)

Gambar 2.4
Peta Distribusi Luasan Pola Ruang Kabupaten Bangka

LEGENDA:

Badan Air I awasan Perikanan Budidaya
) Kawasan Cagar Budaya Kawasan Perkebunan
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¥ = ey
S g Kawasan Hutan Lindung Kawasan Permukiman Perdesaan

| 1Y Kawasan Hutan Produksi Konversi/Pariwisata Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Hutan Produksi Tetap | Kawasan Pertahanan dan Keamanan
£ Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil Kawasan Peruntukan Industri

asi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kawasan Peternakan

A ta Kawasan Tanaman Pangan
4 Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Transportasi

Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik Taman Pulau Kecil

Taman Wisata Alam

DISTRIBUSI LUASAN POLA RUANG (HEKTAR)

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Bangka Tahun 2022
NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) (%)

1 Kawasan Hutan Lindung 16.897,95 5,68
Kawasan Perlindungan Setempat 2.162,39 0,73
Kawasan Sempadan Pantai 963,43 0,32

’ Kawasan Sempadan Sungai 1.062,64 0,36
Kawasan Sempadan Danau/Kolong 136,32 0,05

3 Kawasan Hutan Konservasi 15.619,51 5,25

4 Kawasan Pantai Berhutan Bakau 600,00 0,20
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NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) (%)
5 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu 130,12 0,04
Pengetahuan
JUMLAH 35.409,97 11,72

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2023

Gambar 2.5
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Tahun 2021

Sumber: BPKH X1l Wilayah Bangka Belitung Tahun 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai
kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata

dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

2.1.2.1 Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi terbesar dalam menyerap tenaga kerja
terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Pengembangan potensi sektor
perkebunan ini mencakup perkebunan besar, sedang, kecil, dan perkebunan rakyat.

Komoditas perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi
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